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ABSTRAK  

Tesis ini berjudul urgensi limitasi masa periode anggota legislatif di 

Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah urgensi 

limitasi masa periode anggota legislatif di Indonesia, baik dalam tinjauan teori 

dalam ilmu hukum positif, maupun dalam tinjauan fikih siyasah. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis 

normatif. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode 

pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber 

bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer,  sekunder, dan tersier. 

Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis 

melalui analogi induktif dan komparasi.  

Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan, yakni pertama, dalam 

pandangan doktrin ilmu hukum, lembaga legislatif sudah seyogyanya tidak hanya 

diberikan limitasi kewenangan, dan limitasi masa jabatan, melainkan juga limitasi 

masa periode. Hal ini sangat relevan dengan dengan konsep negara hukum, konsep 

hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional, 

pencegahan praktik penyalahgunaan kekuasaaan, serta periodesasi sebagai 

regenerasi partai politik. Hal demikian dikuatkan pula dengan adanya data 

penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif yang beberapa kali menjabat, 

dan juga praktik limitasi masa periode yang diberlakukan oleh negara lain. Kedua, 

limitasi masa periode angota legislatif juga sangat berkekesuaian dengan spirit 

hukum islam. Hal demikian karena limitasi masa periode dapat menciptakan 

lembaga perwakilan yang sesuai dengan janji setia untuk mengikuti ajaran agama 

islam, tidak bertentangan dengan prinsip al Qur’an dan as Sunnah, menjalankan 

pemerintahan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah Swt, serta meningkatkan 

sikap dan perilaku untuk berbuat adil dan arif. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi 

disarankan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta 

memberikan formulasi yang tepat, agar konsep limitasi masa periode memiliki 

grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat 

agar tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga kekosongan hukum dapat teratasi 

dengan terobosan-terobosan hukum.  

Kata kunci : limitasi periode, lembaga legislatif, pembatasan kekuasaan 
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ABSTRACT 

The title of this thesis is the urgency of the legislative member period 

limitation in Indonesia. The results of this study are to answer the research question 

of how the urgency of the legislative member period limitation in Indonesia, both 

in the positive law theories review, as well as in the fiqh siyasah review.  

The type of this research is normative juridical legal research. The nature 

of this research is analytical descriptive by using the conceptual approach, the 

statute approach and the comparative approach. The sources of legal materials 

used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection 

techniques with documentation techniques which are then analyzed through 

inductive and comparative analogies.  

The results of the study provide two conclusions, namely, first, in legal 

science doctrine view, the legislative body should not only be given authority limits, 

and term limits, but also period limitations. This is very relevant to the rule of law 

state concept, the human rights concept, the power limitation in a constitutional 

democratic state, the prevention of the power abuse practice, and periodization as 

a regeneration of political parties. This is also reinforced by the data on the abuse 

of power by legislators who have served several times, and the periodic limitation 

practices imposed by other countries. Second, the legislative member period 

limitation is also very compatible with the spirit of Islamic law. It is because the 

limitation of the period can create representative institutions in accordance with 

the promise of faithfulness to follow the  Islam teachings, there is not conflict with 

the principles of the Qur'an and Sunnah, compete the government according to 

what is determined by Allah, and improve the attitudes and behavior to do fair and 

wise.  

In line with the conclusions above, it is recommended to the academics to 

conduct a more in-depth and comprehensive study. As well as providing the right 

formulation, so that the period limitation concept has a clear grand design. About 

how the appropriate arrangements formulation to avoid overlapping rules so that 

the legal emptiness can be overcome with legal breakthroughs.  

Keywords: period limitation, legislative body, power limitation 
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